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ABSTRAK 

Pada era globalisasi seperti saat ini yang mana fungsi dari telepon genggang 

(handphone) mengalami suatu peningkatan yaitu dapat mengakses suatu jaringan 

yang disebut internet, sehingga dengan dapatnya mengakses suatu internet ini 

seseorang dapat dengan mudah mencari keuntungan seperti contoh dalam transportasi 

yang berbasis daring. Yang mana dari sekian banyak aplikasi transportasi berbasi 

daring ini Go-Jek merupakan suatu aplikasi yang paling banyak digunakan, berbeda 

dengan ojek kovensional tarif penggunaan ojek online ini lebih murah. Namun tidak 

sedikit orang yang melakukan suatu kecurangan dalam penggunaan aplikasi Go-Jek 

ini salah satu contoh yaitu order fiktif yang mana dapat diartikan sebagai pesanan 

palsu. Perbuatan order fiktif ini telah diatur dalam Undang-undang no 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi elektronik, namun jika kita tinjau dari KUHP 

perbuatan order fiktif ini dapat dikenai sanksi karena telah melanggar Pasal 378 

KUHP tentang tindak pidana penipuan. 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan 

mencari data yang diperoleh dan dianalisis secara deskriptif, kualitatif yaitu analisa 

terhadap data yang tidak bias dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya 

dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian tertentu 

untuk diolah menjadi data informasi yang dituangan dalam bentuk uraian yang 

sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian. 

Hasil penelitian adalah bahwa perbuatan order fiktif ini termasuk tindak pidana 

di Indonesia karena telah terdapat Undang-Undang yang mengatur serta perbuatan 

order fiktif ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana penipuan, sehingga 

pelaku order fiktif dapat saja dikenakan sanksi pidana penipuan apabila setiap unsur-

unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP telah terpenuhi. 

 

Kata Kunci : Go-Jek, Order fiktif, Hukum pidana  
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